
  

 
 

GUBERNUR BALI 
 

 

PERATURAN GUBERNUR BALI  

NOMOR 38 TAHUN 2023 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA                          

TAHUN ANGGARAN 2022 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

GUBERNUR BALI, 
 

 

Menimbang    : bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  11  

Peraturan  Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun             
Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta 

Berencana Tahun  Anggaran 2022; 

Mengingat   : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

SALINAN 



  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                      

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13  Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang                      

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2           

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 
  11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6871); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia           
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 
 
 

 
 

 



  13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012    
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18        
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023     
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6847); 
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 



 

              MEMUTUSKAN: 

 
 

             Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas : 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli 
Daerah………….. 

Rp.3.863.191.406.848,23 

b. Dana Perimbangan…………… Rp.2.017.662.417.846,00 

c. Lain-lain Pendapatan Yang 

Sah… 
Rp        4.924.776.772,11 

Jumlah Pendapatan Rp.5.885.778.601.466,34 

2. Belanja 
a.   Belanja Operasi 

 1. Belanja Pegawai……………... Rp.1.740.899.431.377,08 

 2. Belanja Barang dan Jasa.…. Rp.1.690.049.421.497,65 

 3. Belanja Bunga……………….. Rp.                           0,00 

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020                  
Nomor 1781); 

  24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Bali Nomor 8); 
  25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta 

Berencana Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022 
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 9); 

  26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2023 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 

Nomor 11); 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA 
BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2022. 



 4. Belanja Subsidi………………. Rp.       4.372.945.000,00 

 5. Belanja Hibah………………… Rp.   356.436.889.451,00 

 6. Belanja Bantuan Sosial……. Rp.          139.016.000,00 

Jumlah Rp.3.791.897.703.325,73 

b.   Belanja Modal 
1. Belanja Modal Tanah……….. Rp.   623.975.476.572,00 

2. Belanja Modal Peralatan dan 
Mesin…………………………… Rp.   109.213.603.835,00 

3. Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan……………………… Rp.   340.651.767.017,86 

4. Belanja Modal Jalan, 
Jaringan, dan Irigasi…......... Rp.   354.881.755.251,00 

5. Belanja Modal Aset Tetap 

Lainnya…………………………. Rp.     23.276.736.561,00 

6. Belanja Modal Aset Lainnya.. Rp.            65.229.150,00 

Jumlah Rp.1.452.064.568.386,86 

c. Belanja Tidak Terduga……… Rp.       4.759.779.107,00 

d. Transfer Daerah  

 1. Belanja Bagi Hasil……… Rp.1.231.251.353.817,00 

 2. Belanja Bantuan Keuangan Rp.   269.469.777.473,00 

Jumlah Belanja Rp.6.749.443.182.109,59 

Surplus/Defisit Rp. (863.664.580.643,25) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan ............................. Rp.1.293.843.632.369,52 

b. Pengeluaran............................. Rp.   100.000.000.000,00 

c. Jumlah Pembiayaan Netto ….. Rp.1.193.843.632.369,52 

d. Koreksi SiLPA……………………. Rp.          (45.328.300,90) 

e Sisa lebih pembiayaan 
anggaran tahun berkenaan .... 

 
Rp.   330.133.723.425,37 

   

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 3 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur 
ini. 

 

 

 

 

 



Pasal 4 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Provinsi Bali. 

 
 

Ditetapkan di Bali  

pada tanggal 28 Agustus 2023 

 

GUBERNUR BALI, 

 

 ttd 

 

 

WAYAN KOSTER  

 

Diundangkan di Bali  

pada tanggal 28 Agustus 2023 

 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 

 

 ttd 

 

DEWA MADE INDRA 

 

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 38    

 
Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,  

 
 

 
 
Ida Bagus Gede Sudarsana  

NIP. 19691010 199703 1 012 
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